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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT

D I K L A T 
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN
RUSUNAWA

Ir. Nurlaili, CES

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Kompetensi Dasar
Diharapkan dapat memahami secara umum kerangka
kebijakan, strategi dan program nasional tentang
penyelenggaraan rumah susun di Indonesia secara umum dan
penyelenggaraan rusunawa secara khusus.

Indikator Keberhasilan
• Mampu menjelaskan dasar hukum penyelenggaraan

rumah susun

• Mampu menjelaskan kebijakan dan strategi

pembangunan rumah susun

• Mampu menjelaskan program pembangunan rumah

susun.
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OUTLINE
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DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN 
RUMAH SUSUN

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2011
TENTANG RUMAH SUSUN

MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RUMAH 
KOMERSIAL/

RUSUN 
KOMERSIAL

RUMAH UMUM/
RUSUN UMUM

RUMAH 

SWADAYA

RUMAH 
KHUSUS/ 

RUSUN KHUSUS

RUMAH 
NEGARA/ 

RUSUN 
NEGARA

STAKEHOLDERS
BIDANG PERUMAHAN

MASYARAKAT
SENDIRI

PEMERINTAH/PEMDA

MENCARI 
KEUANGAN 

(MBR)

ADA KEMUDAHAN 
DAN/ATAU 
BANTUAN 

PEMERINTAH 
(MBR)

APBN/APBD
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RUMAH SUSUN SEWA, 
RUMAH KHUSUS

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PKP
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PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN 
(UU NO. 20 TAHUN 2011)

PASAL 1 :

 perencanaan,
 pembangunan,
 penguasaan dan pemanfaatan,
 pengelolaan,
 pemeliharaan dan perawatan,
 pengendalian,
 kelembagaan,
 pendanaan dan sistem pembiayaan, serta
 peran masyarakat
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PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN 

Pembangunan Rumah Susun Umum, Rumah Susun Khusus, dan Rumah Susun

Negara merupakan tanggung jawab Pemerintah, dilaksanakan oleh setiap

orang mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pemerintah,

dapat dilaksanakan oleh LEMBAGA NIRLABA dan BADAN USAHA

(UU 20/2011 Pasal 15)

Rumah Susun dapat dibangun di atas tanah (Pasal 17):

1. Hak Milik;

2. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah Negara; dan

3. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di Atas Hak Pengelolaan

Dapat dibangun dengan (Pasal 18:

1. Pemanfaatan BMN/D berupa tanah; atau

2. Pendayagunaan tanah wakaf
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Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan:
• operasional,
• pemeliharaan, dan
• perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pengelolaan rumah susun harus dilaksanakan oleh pengelola yang
berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus,
dan rumah susun negara.

Dalam menjalankan pengelolaan pengelola berhak menerima sejumlah
biaya pengelolaan yang dibebankan kepada pemilik dan penghuni
secara proporsional.

Rumah susun umum sewa dan rumah susun khusus milik pemerintah,
biaya pengelolaan dapat disubsidi pemerintah yang besarnya biaya
pengelolaan dihitung berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasional,
pemeliharaan, dan perawatan.
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RUMAH SUSUN (UU NO. 20 TAHUN 2011)

Pasal 82 
Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan
pembinaan penyelenggaraan rumah susun
mempunyai tugas, antara lain:

memfasilitasi pemeliharaan dan perawatan
prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun
yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat;
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PENGELOLAAN 
RUSUNAWA 

Lingkup Pengelolaan yang Dilaksanakan oleh 
Lembaga Pengelola Rusunawa :

Proses penyewaan ke penghuni

Pemanfaatan rusunawa untuk fungsi hunian 
dan non hunian
Seluruh lingkup pengelolaan yaitu operasional, 

pemeliharaan, dan perawatan
Menyusun pelaporan dalam rangka 

pengendalian
Menyusun kebutuhan pengelolaan dalam 

rangka pendanaan penyelenggaraan rusunawa

Pengelolaan rusunawa 
diperlukan dan kemudian 
dijalankan oleh lembaga 
pengelola yang dibentuk 
setelah rusunawa selesai 
dibangun dan siap 
dioperasionalkan, baik masa 
transisi atau sudah serah 
terima

Kelembagaan

Pendanaan

Peran Serta 
Masyarakat

Perencanaan

Pembangunan

Penguasaan dan 
Pemanfaatan

Pengelolaan

Pemeliharaan 
dan Perawatan

Pengendalian

Pengelolaan Rusunawa

Tujuan dan Sasaran 
Pembangunan/ 

Penyelenggaraan 
Rusunawa

Penyelenggaraan 
Rusunawa dan Lingkup 
Pengelolaan Rusunawa

Arah Kebijakan 
Penanganan 
Permukiman

Teknis Pemanfaatan, 
Pemeliharaan dan 
Perawatan Gedung

Teknis Keselamatan 
Gedung

Aspek Lingkungan

Pemberdayaan 
Sosial dan 
Ekonomi 

Masyarakat

Terwujud Pengelolaan 
Rusunawa yang Sesuai dengan 

Ketentuan yang Berlaku

Pengelolaan Aset 
Negara

KETERKAITAN PENGELOLAAN 
RUSUNAWA DENGAN ASPEK-ASPEK LAIN
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PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RUMAH SUSUN SEWA

PENYEDIAAN
RUMAH SUSUN SEWA

TERJANGKAU
MBR

PENDANAAN DAN
SISTEM PEMBIAYAAN YANG MEMADAI

(Pasal 91-95 UU 20/2011)

Tujuan:

Memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang

yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun

Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun, berasal dari:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
3. Sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

JENIS REGULASI NOMOR TENTANG

Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung

Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nomor 20 Tahun 2011 Rumah Susun

Peraturan Pemerintah

Nomor 4 Tahun 1988 Rumah Susun

Nomor 88 Tahun 2014
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum

Nomor 60 Tahun 1992 Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun

Nomor 05 Tahun 2007
Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana

Bertingkat Tinggi

Nomor 45 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Peraturan Menteri

Perumahan Rakyat

Nomor 14 Tahun 2007 Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Nomor 18 Tahun 2007
Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun

Sederhana yang Dibiayai APBN dan APBD

Nomor 9 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor

21 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan 

Rumah Susun Sewa

Surat Edaran Direktur

Jenderal Cipta Karya, 

Kementerian PU

Nomor 20/SE/DC/2014

Penyelenggaraan Rumah Susun Umum Sewa dalam

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh

dan Permukiman Kumuh
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DUKUNGAN REGULASI DAERAH

Aspek yang perlu legalitas 
dari sistem regulasi daerah, 
yaitu:

Bentuk- bentuk Regulasi 

 Pembentukan lembaga atau
unit pengelola rusunawa

 Tata organisasi dan tata
laksana pengelolaan rusunawa

 Penetapan tarif dan biaya
lainnya

 Seleksi dan penetapan
penghuni

 Dan aspek spesifik lain yang
dipandang perlu

 Peraturan Daerah

 Peraturan Bupati/ Walikota

 Surat Keputusan SKPD

16

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN02
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Backlog sebesar 7,6 juta unit pada tahun 2014 

berdasarkan konsep penghunian

(Sumber : Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019)

Menjadi sebesar 5 juta unit pada tahun 2019

Backlog sebesar 13,5 juta unit pada tahun 2014 

berdasarkan konsep kepemilikan

(Sumber : BPS dan Bappenas)

Menjadi sebesar 6,8 juta unit pada tahun 2019

3,4 juta unit rumah tidak layak huni tahun 2014
(Sumber : Proyeksi Data Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan-

Inperkesling Tahun 2011, BPS)

Menjadi sebesar 1,9 juta unit pada tahun 2019

Masyarakat yang belum memiliki/ 
menghuni rumah layak huni di Kawasan

Kebayoran Baru

Rumah tidak layak huni
di Permukiman Nelayan - Labuan Bajo, 

 Pemanfaatan lahan perkotaan makin
mempersulit warga berpenghasilan rendah untuk
memiliki rumah, karena kenaikan harga tanah
menjadi pendongkrak utama kenaikan harga
rumah yang naik rata-rata 20% pertahun.

 Saat ini Indonesia sudah mendekati krisis
perumahan, karena jumlah backlog perumahan
sudah mencapai 15 juta dengan tambahan satu
juta pertahun.
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BUTIR
NO. NAWACITA PROGRAM AKSI

5.
Kami akan meningkatkan kualitas 
hidup manusia Indonesia

1. ...
2. ...
3. Program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia 

Sejahtera” melalui reformasi agraria 9 Juta Ha 
untuk rakyat tani dan buruh tani, rumah susun 
bersubsidi dan jaminan sosial.

6

Kami akan meningkatkan 
produktivitas rakyat dan daya 
saing di pasar internasional 
sehingga bangsa Indonesia bisa 
maju dan bangkit bersama 
bangsa-bangsa Asia lainnya.

1. ....
2. ...
3. ...
4. Membangun 10 kawasan industri baru 

berikut pengembangan untuk hunian 
buruhnya.

5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

Meningkatkan akses masyarakat
berpendapatan rendah terhadap
hunian yang layak, aman, dan
terjangkau serta didukung oleh
penyediaan prasarana, sarana, dan
utilitas yang memadai.
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Salah satu strategi sesuai arah kebijakan pembangunan
perumahan dilakukan melalui:

 Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan
hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah
susun milik, fasilitas penyediaan dan revitalisasi rumah susun
sewa, serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan
untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (land
consolidation), bank tanah (land banking), serta
pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN,
swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf.

BAGI 
MBR

PENYELESAIAN 
BACKLOG PERUMAHAN

PENINGKATAN 
KUALITAS RUMAH 
TIDAK LAYAK HUNI 
(RTLH)  

KONSEP SIAP HUNI 

RENSTRA PENYEDIAAN RUMAH RUSUN 

PENYIAPAN   
MEBEULAIR DAN PSU

TUGAS POKOK BIDANG  
PERUMAHAN
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Target Rencana Strategis penyediaan perumahan
Tahun 2015 – 2019 berdasarkan target RPJMN
2015 – 2019 terkait rumah susun adalah:

Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang
dilengkapi dengan PSU pendukungnya
sebanyak 550.000 unit.

RENSTRA PENYEDIAAN RUMAH SUSUN 

Salah satu strategi yang dilakukan untuk pencapaian
target terkait rumah susun (Renstra Penyediaan
Perumahan 2015-2019):

Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan
efisien untuk pembangunan perumahan bagi MBR
sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah:
 Pengendalian pembangunan rumah tapak dan

percepatan pembangunan rumah susun di perkotaan;
 Pengembangan sistem pertanahan perumahan:

Penyediaan dan pencadangan lahan, penataan dan
konsolidasi lahan, dan Pemanfaatan tanah negara,
tanah terlantar dan tanah wakaf.

RENSTRA PENYEDIAAN RUMAH SUSUN 
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Target Program Perumahan

Rumah 

Swadaya
Rumah Khusus

Rumah 

Susun
RUK

Fasilitasi 

bantuan 

stimulan 

pembangunan 

baru rumah 

swadaya 

sebanyak 

250.000 unit.

Fasiltasi 

bantuan 

stimulan 

peningkatan 

kualitas rumah 

swadaya 

sebanyak 

1.500.000 Unit.

Pembangunan 

rumah khusus 

sebanyak 

50.000 Unit.

Pembangun 

Rumah 

Susun untuk 

MBR 

sebanyak 

550.000 

Unit.

Bantuan 

PSU rumah 

umum 

sebanyak 

676.950 

unit.

Rp 
34.259,115

milyar

Rp 12.451,961

milyar

Rp 
130.497,412

milyar

Rp 5.680,744
milyar 

Rp 184.662,810 Milyar Alokasi RPJMN 
Terdapat gap / kekurangan 
anggaran sebesar:

151.563.810 Milyar

RPJMN dan Renstra Penyediaan Perumahan 2015-2019

1. Pembinaan 

Rumah umum 

dan Komersial

2. Pencadangan 

tanah & 

Pembangunan 

Rusun melalui 

PMN Perum 

Perumnas

3. Pengelolaan 

Rumah Susun 

Sewa bagi MBR 

yg dikelola oleh 

BUMN

2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 TOTAL

1

Jumlah Satuan 

Rumah Susun 

Terbangun beserta 

PSU dan Meubelair

20.500 15.000 160.000 165.000 189.500 550.000

2 Anggaran (x Rp. Juta) 4,035,000.00 3,881,620.00 39,763,323.03 39,381,074.71 43,436,394.10 130,497,411.84

Rumah Susun untuk MBR 

yang dilengkapi dengan PSU 

pendukungnya dilengkapi 

dengan meubelair

Sasaran Kegiatan 
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TARGET RENSTRA  PUPR & CAPAIAN PENGURANGAN 
BACKLOG PERUMAHAN TAHUN 2015-2019

D

GAP PnP
774.975 unit

TARGET RENSTRA PnP
850.000 Unit

TOTAL PnP
75.025 unit

Target Rumah Susun
550.000 Unit

Total
33.654 unit

Target Rumah Khusus
50.000 Unit

Total
17.472 unit

CAPAIAN 2015
38.147 unit

TARGET 2016
17.364 unit

RENCANA 
2017

19.514 unit

Capaian 2015
10.497 unit

Target 2016
10.458 unit

Rencana 2017
12.699

Capaian 2015
6.751 unit

Target 2016
5.906 unit

Rencana 2017
4.815 Unit

GAP Rusun
516.346 unit

GAP Rusus
32.528 unit

Target Pembangunan 
Baru Rumah Swadaya

250.000 Unit

Total
23.899 unit

Capaian 2015
20.899 unit

Target 2016
1.000 unit

Rencana 2017
2.000 Unit

GAP PB Swadaya
226.101 unit

Target Pembangunan 
PSU Perumahan

676.950 Unit

Total
79.783 unit

Capaian 2015
30.033 unit

Target 2016
25.000 unit

Rencana 2017
21.750 Unit

GAP PSU
597.167 unit

2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019

TARGET 20.500 15.000 160.000 165.000 189.500 550.000

REALISASI 10.497 11.642 12.702

KEKURANGAN TARGET 10.003 3.358 148.600

RENCANA 

PEMENUHAN TARGET
161.961*) 326.961 189.500 550.000

*) Terdapat kekurangan anggaran dalam pemenuhan target Renstra 2015-2019, sbb:

• Pada tahun 2015, terdapat kekurangan target sebesar 10.003 unit

• Pada tahun 2016, terdapat kekurangan target sebesar 3.358 unit
• Pada tahun 2017, terdapat kekurangan target sebesar 148.600 unit

Sehingga kekurangan target sebesar 161.961 unit, direncanakan dapat dipenuhi pada
tahun 2017
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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN03

Program Quick Wins

1. Peraturan Pemerintah mengenai Pengendalian
Pembangunan Rumah Tapak dan Fasilitasi Pembangunan
Hunian Vertikal di Perkotaan;

2. Revitalisasi Rusunawa yang terbengkalai;
3. Persiapan Pembangunan rumah susun sewa/milik

Sederhana di atas Tanah Negara;
4. Pilot Project Perumahan Swadaya di 10 lokasi di Wilayah

Metropolitan;
5. Penataan Permukiman di Bantaran Sungai Perkotaan;
6. Pembangunan Pondok Singgah (rumah sewa sangat

murah) di dekat area Rumah Sakit Umum;
7. Pendayagunaan tanah wakaf;
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Program Quick Wins

8. Penempatan 10% Dana Jangka Panjang BPJS, Tabungan 
Haji, Dana Pensiun, untuk pembangunan;

9. Pembentukan Lembaga Investasi Perumahan Jangka 
Panjang;

10. Pengalokasian Stok Lahan Negara untuk Perumahan di 
setiap kawasan tumbuh.

32

PENYEDIAAN RUMAH SUSUN

PENYEDIAAN

RUMAH SUSUN

PEMBANGUNAN 

RUMAH SUSUN 

SEWA

REVITALISASI 

RUMAH SUSUN 

SEWA
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PRIORITAS  PENYEDIAAN PERUMAHAN   

1 Pembangun-
an Rumah 
Susun Sewa 
bagi MBR

2 Peningkatan 
Kualitas 
Rumah Tidak 
Layak Huni

3 Pembangun-
an Rumah 
Khusus

Dengan Pertimbangan :
 Backlog perumahan bagi  MBR masih cukup tinggi (diperlukan pembangunan 

rumah susun)
 Prioritas mendukung  keterpaduan dengan program kerja Cipta Karya  

Rumah Swadaya, Rumah Khusus, Rumah Susun
 Gap pencapaian target masih sangat tinggi   Rumah Susun dan Rumah 

Swadaya. 

PSU Rumah 
Umum & 
Komersial

4

RUSUN TINGKAT 
TINGGI UNTUK 
MBR

DUKUNGAN 
PENGEMBANGAN 
KAWASAN 
INDUSTRI

DUKUNGAN 
PENGEMBANGAN 
KAWASAN STRATEGIS 
NASIONAL

DUKUNGAN 
PENANGGULANG
AN KEMISKINAN, 
RTLH DAN 
KEKUMUHAN

DUKUNGAN QUICKWINS
PENDAYAGUNAAN 
TANAH WAKAF (BUKAN 
PERSEORANGAN) DAN 
RUMAH SINGGAH

PENYEDIAAN 
RUSUNAWA  BAGI 
PNS DAN 
TNI/POLRI

PENYEDIAAN 
RUSUNAWA BAGI 
MAHASISWA

PENYEDIAAN 
RUSUNAWA 
PONDOK 
PESANTREN

PRIORITAS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN 

DUKUNGAN 
PENGEMBANGAN 
WILAYAH PERBATASAN 
NEGARA, TERTINGGAL, 
TERLUAR DAN PULAU-
PULAU KECIL
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REVITALISASI RUMAH SUSUN SEWA

PRIORITAS PENANGANAN :

1. Rumah Susun Sewa yang dibangun Tahun 2005 – 2011

(dari 174 TB hasil audit Inspektoral Jenderal PUPR);

2. Rumah Susun Sewa TNI dan POLRI

3. Rumah Susun Sewa yang dibangun Tahun 2005-2011
sudah dilakukan revitalisasi, namun belum optimal,
dan belum serah terima aset

SASARAN RUMAH SUSUN SEWA
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum
mempunyai kemampuan untuk membeli/memiliki rumah layak
huni

TARGET GROUP RUMAH SUSUN SEWA
Instansi Pemerintah (Kementerian, Lembaga, TNI dan/atau POLRI),
Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Pekerja,
dan Lembaga penerima bantuan lainnya (Lembaga Pendidikan
Tinggi, Berasrama, dan Yayasan)
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PNS, TNI, POLRI, Buruh Industri, Nelayan, Masyarakat
Perbatasan, Penanganan Kumuh Perkotaan,
Pendayagunaan Tanah Wakaf, Rumah Susun Singgah,
Mahasiswa

 Ponpes (Yayasan)

PERBAIKAN USULAN

BANTUAN RUSUN SEWA

PEMOHON 

BANTUAN RUSUN SEWA
DAERAH KEMENTERIAN PU-PR

PELAKSANA 

KONSTRUKSI

WASDAL PELAKSANAAN

KONSTRUKSI

USULAN/PERMINTAAN DARI :

1. INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

2. INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

3. LEMBAGA PENERIMA BANTUAN

USULAN PENETAPAN

LOKASI DARI 

DIREKTUR RUMAH SUSUN

PROSES PEMBANGUNAN :

1. DED

2. PELELANGAN

3. PELAKSANAAN 

KONSTRUKSI

SURAT REKOMENDASI 

INSTANSI TERKAIT

DIRJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN

MENTERI PU-PR

VERIFIKASI

VERIFIKASI

ADMINISTRASI

LENGKAPTIDAK LENGKAP

LENGKAP
VERIFIKASI 

TEKNIS

PENETAPAN LOKASI 

OLEH DIRJEN 

PENYEDIAAN PERUMAHAN

PELAKSANA PEMBANGUNAN 

OLEH DIREKTORAT RUSUN

RUSUN SEWA 

TERBANGUN

PEMANFAATAN OLEH PEMOHON 

BANTUAN RUSUN SEWA

31 MARET

APRIL-OKTOBER

DESEMBER

PENGELOLAAN/SERAH TERIMA ASET

PKS ANTARA DIREKTUR 

RUMAH SUSUN DENGAN 

PEMOHON BANTUAN

*) Berdasarkan Permenpera No. 09 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun
2011 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa (Proses Revisi)
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PERSYARATAN UMUM

HARUS DILENGKAPI DENGAN:

a. Surat Dukungan

• Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

• Dinas Teknis Kabupaten/Kota Bidang Perumahan

• Kementerian Pertahanan (TNI), Kepolisian RI (POLRI), Kementerian Ristek dan Dikti

(Mahasiswa PTN), Kopertis (Mahasiswa PTS), Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Pekerja), Kementerian Agama (Ponpes)

b. Surat Pernyataan Bermaterai tentang Kesanggupan Melengkapi Surat Dukungan

c. Fotokopi Legalitas Tanah atas nama Lembaga atau setidaknya dalam proses 

pengurusan (pernyataan Kepala Kantor Pertanahan/BPN)

d. Fotokopi Akta Pendirian (khusus LPB, dengan tujuan Sosial, Keagamaan, dan

Kemanusiaan)

e. Surat Pernyataan Bermaterai tentang Dokumen Fotokopi yang disampaikan sesuai

dengan ASLInya

SURAT PERMOHONAN

PROPOSAL

PERSYARATAN KHUSUS

CALON PENGHUNI

1. RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA DAN PRAJURIT

• Terdapat 300 calon penghuni lajang Untuk bangunan

4 lantai

• Terdapat 600 calon penghuni lajang Untuk bangunan

6 lantai

• Menghuni bangunan yang tidak layak

• Jarak hunian eksisting relatif jauh

• Diutamakan penghuni lajang

2. RUMAH SUSUN SEWA MAHASISWA/SISWA/SANTRI

• Terdapat 300 calon penghuni lajang Untuk bangunan

3 lantai

• Menghuni bangunan tidak layak

• Jarak hunian eksisting relatif jauh
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PERSYARATAN KHUSUS

PERNYATAAN

1.Menandatangani perjanjian kerjasama dengan Direktur

Rumah Susun

2.Bersedia mengurus dan membiayai pengurusan IMB (Retribusi

IMB Gratis)

3.Pernyataan dukungan pengamanan/keamanan selama

konstruksi

4.Pernyataan bersedia melakukan sosialisasi kepada

masyarakat di sekitar lokasi pembangunan

5.Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat yang

berbatasan dengan lokasi pembangunan

6.Pernyataan kesiapan calon penghuni (pemanfaatan) dan

daftar sementara calon penghuni

7.Pernyataan kesediaan menerima, mengelola, dan

memelihara rumah susun sewa

8.Pernyataan kesediaan menyiapkan perangkat pengelola

rumah susun sewa (organisasi, SDM, dan tatakelola).

PERSYARATAN UMUM

a. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

dan RP3KP

b. Kemudahan Aksesbilitas Infrastruktur (jalan, drainase,

listrik, air bersih, air kotor, sampah, gas)

c. Tidak berada di lokasi rawan bencana

d. Mendukung kawasan industri, tempat

bekerja/berusaha, kampus, atau pengentasan

kawasan kumuh perkotaan

e. Memperhatikan keserasian lingkungan

LOKASI
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PERSYARATAN UMUM

a. Tanah yang diperlukan untuk membangun 1 (satu) tower

sekurang-kurangnya 3.000 m² berbentuk persegi dengan

lebar sekurang-kurangnya 35 m dan panjang sekurang-

kurangnya 85 m

b. Tanah rata dan kering

c. Tanah Siap Bangun (clean and clear - (tidak memerlukan cut

and fill, pengurugan, dan bebas dari bangunan/ tanaman)

d. Tanah jelas status hukum kepemilikan dan jenis hak atas

tanahnya yang dibuktikan dengan tanda bukti penguasaan

yang sah (HGB, HPL, atau Hak Pakai)

e. Tidak merupakan Kepemilikan Tanah Bersama

PEMILIKAN TANAH

PERSYARATAN KHUSUS

1.Tersedia akses jalan dengan lebar minimal 6 meter

2.Ratio ukuran tanah (l x p) 2 : 3 atau 3 : 5 dengan lebar

kaveling minimal = lebar bangunan + ketinggian bangunan

3.Daya dukung tanah memadai

4.Legalitas tanah a.n. pemohon atau setidaknya dalam proses

pengurusan (pernyataan Kepala Kantor Pertanahan/BPN)

5.Pernyataan penyerahan tanah kepada Direktorat Rumah

Susun, Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR

6.Diutamakan tapak pada lokasi di satuan/industri/kampus

7.Lokasi berjarak walking distance dari satuan/industri/kampus
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PERSYARATAN KHUSUS

RUMAH SUSUN SEWA 

PEKERJA/PRAJURIT

RUMAH SUSUN SEWA 

MAHASISWA/SISWA/SANTRI

Bangunan:
1. Jumlah lantai 3 s.d. 8

2. Jumlah lantai 3 – 5 

 menggunakan tangga

3. Jumlah lantai 6 – 8 

 menggunakan lift dan

tangga

Bangunan:
Jumlah lantai 3 dan 4

Ruang Hunian:
36 m² dan 45 m²

Ruang Hunian:
Berbentuk unit-unit menampung

maksimal 4 orang per unit, 24 m²

Desain Koridor:
Single Loaded

Desain Koridor:
Double Loaded karena

diperuntukkan bagi lajang

Penempatan Toilet:
Toilet individual per unit

Penempatan Toilet:
Toilet komunal untuk hunian

lajang

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN

PENGELOLAAN

KEMENTERIAN PU-PR PENERIMA BANTUAN

PENGELOLAAN ASET
PENGELOLAAN &

PENGHUNIAN RUSUN SEWA

ASET PENGHUNIAN

PROSES SERAH TERIMA ASET
(HIBAH/ALIH STATUS)

KEMENTERIAN
KEUANGAN

PRESIDEN

PROSES HIBAH/

ALIH STATUS

PROSES HIBAH/

ALIH STATUS
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Pengumpulan Dokumen
Persyaratan Hibah/ Alih

Status 

Penyiapan Dokumen

Penyampaian Dokumen
dari PBMN ke

Kementerian Keuangan

Oleh PEMDA:

• Sertifikat Tanah

• IMB

• Surat Pernyataan Penerimaan

BMN

Oleh KemenPUPR

• DIPA, RKAKL, POK

• Kontrak DED, Fisik, MK

• Asbuilt Drawing

• Hasil Audit

Dokumen Hibah/Alih Status

HIBAH/ALIH STATUS

RUMAH SUSUN SEWA

Penyampaian Dokumen
Hibah ke PBMN

Laporan Internal

NILAI YANG 

DIHIBAHKAN
USULAN

REKOMENDASI 

TEKNIS

PEMBENTUKAN TIM 

INTERNAL

USULAN 

PERSETUJUAN

BERITA ACARA 

HIBAH

KEPUTUSAN 

PENGHAPUSAN

ADMINISTRASI 

PENGHAPUSAN

Tanah/Bangunan

s.d. Rp 1 M

Selain Tanah/ 

Bangunan

s.d. Rp 500 jt
(s.d. Rp 250 jt untuk

Alih Status)

Kuasa Pengguna

Barang

(Satuan Kerja)

Proses Ulang

Pengguna Barang

Eselon I

(Direktur Jenderal)

Oleh Satuan Kerja

dengan

melibatkan unsur:

• Direktorat Teknis

• Pusat PBMN

• Bag. Umum

• Bag. Hukum

Dari Satuan Kerja

ke KPKNL 

setempat

Disetujui

Ditolak

Antara Satuan

Kerja dengan

Penerima Hibah

Satuan Kerja Oleh Satuan Kerja

dilanjutkan

Rekonsiliasi

dengan KPKNL 

setempat

Tanah/Bangunan

Rp 1 s.d. 2,5 M

Selain Tanah/ 

Bangunan

Rp 500 jt – Rp 1 M
(Rp 250 jt – Rp 1 M

untuk Alih Status)

Kuasa Pengguna

Barang

(Satuan Kerja)

Proses Ulang

Pengguna Barang

Eselon I

(Direktur Jenderal)

Oleh Direktur

Jenderal dengan

melibatkan unsur:

• Direktorat Teknis

• Pusat PBMN

• Bag. Umum

• Bag. Hukum

• Satuan Kerja

Dari PB Eselon I ke

Kanwil DJKN

Disetujui

Ditolak

Antara PB Eselon I 

dengan Penerima

Hibah

PB Eselon I Oleh Satuan Kerja

dilanjutkan

Rekonsiliasi

dengan KPKNL 

setempat

Tanah/Bangunan

Diatas Rp 2,5 M

Selain Tanah/ 

Bangunan
diatas Rp 1 M

Kuasa Pengguna

Barang

(Satuan Kerja)

Pengguna Barang

Eselon I

(Direktur Jenderal)

Proses Ulang

Pengguna Barang

(Sekretaris

Jenderal a.n. 

Menteri)

Oleh PB K/L 

dengan

melibatkan unsur:

• Direktorat Teknis

• Pusat PBMN

• Bag. Umum

• Bag. Hukum

• Satuan Kerja

Dari PB K/L ke

Menteri Keuangan

Disetujui

Ditolak

Antara PB K/L 

dengan Penerima

Hibah

PB K/L Oleh Satuan Kerja

dilanjutkan

Rekonsiliasi

dengan KPKNL 

setempat

Berdasarkan:

• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007

• Peraturan Menteri PU No.02/PRT/M/2009 yang diubah melalui

Permen PU No. 10/PRT/M/2013

KPKNL: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
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PERATURAN 
WALIKOTA/BUPATI DAN 

PEMBENTUKAN UPT

PERSIAPAN 
PENGHUNIAN

PENGHUNIAN DAN 
PEMELIHARAAN

PENETAPAN PERATURAN 
WALIKOTA/BUPATI DAN 

PEMBENTUKAN UPT

CALON PENGHUNI

PENGHUNI

PENGHUNIAN

RUMAH SUSUN SEWA

NO. PERUNTUKKAN TIPE JUMLAH 
LANTAI

JUMLAH
UNIT

1. Rusun MBR/PNS 36 5 66

2. Rusun Pekerja (Kawasan Industri)

- Pekerja lajang 24 5 114

- Pekerja Keluarga 36 5 66

3. Rusun TNI 45 3 35

4. Rusun POLRI 36 3 46

5. Rusun Mahasiswa 24 3 56

6. Rusun Pondok Pesantren Barak 3 30

7. Rusun Singgah 24 3 56



26

NO TIPE 36 TIPE 24 TIPE PONPES

1
Sofa 2 Seater

(Busa + Penutup Oscar)
Meja Belajar 2 Buah

Tempat Tidur Tingkat 90X200 

dengan Headboard + Busa

Kasur (10 Buah)

2 Meja Tamu
Kursi Belajar 2 Buah

(Busa + Penutup Oscar)

Lemari Pakaian Sedang

50X60X180 (2 ambalan, 1 

daun pintu) (20 Buah)

3 Meja Makan

Lemari Pakaian Sedang

50X60X180 (2 ambalan, 1 

daun pintu)

4
Kursi Makan (2 Buah)

(Busa + Penutup Oscar)

Tempat Tidur Tingkat 90X200 

dengan Headboard + Busa

Kasur (1 Buah)

5

Lemari Pakaian Besar, (Lemari

gantung dengan 2 ambalan, 2 

daun pintu)

6
Master Tempat Tidur 160X200 

+ Busa Kasur

7

Tempat Tidur Tingkat 90X200 

dengan Headboard + Busa

Kasur

TIPOLOGI RUSUN SEWA – KELUARGA T.36 5 LANTAI (VOID)
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TIPOLOGI RUSUN SEWA – LAJANG T.24 5 LANTAI (VOID)

TIPOLOGI RUSUN SEWA – LAJANG T.24 5 LANTAI (SINGLE LOADED)
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TIPOLOGI RUSUN SEWA – TNI/POLRI DOUBLE LOADED T. 45 3 LANTAI

TIPOLOGI RUSUN SEWA – TNI DOUBLE LOADED T.45 3 LANTAI
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TIPOLOGI RUSUN SEWA – PONDOK PESANTREN

TIPOLOGI RUSUN SEWA – MAHASISWA T.24 3 LANTAI
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TIPOLOGI RUSUN SEWA – MAHASISWA T.24 3 LANTAI
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BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Sasaran

BAB II DATA UMUM PENERIMA BANTUAN DAN PENERIMA MANFAAT   
1. Data Umum Penerima Bantuan (instansi atau 

institusi/yayasan/lembaga/ badan usaha)
a) gambaran umum calon penerima bantuan (administrasi 

wilayah, sosial, dan ekonomi)
b) akte pendirian dan struktur organisasi (bagi institusi/lembaga/ 

yayasan/badan usaha)
c) jumlah MBR/PNS/Prajurit TNI/Anggota 

POLRI/Mahasiswa/Santri/pekerja umum/pekerja khusus
d) luas cakupan wilayah pelayanan
e) rencana kebutuhan hunian dan pengembangan

2. Data Umum Penerima Manfaat (kelompok sasaran)
a) jumlah kebutuhan rumah sesuai kelompok sasaran
b) identitas calon penghuni
c) penghasilan rata-rata calon penerima manfaat

BAB III GAMBARAN  LOKASI  DAN BANGUNAN
1. alokasi luas tanah calon lokasi pembangunan rumah susun sewa 
2. kebutuhan bantuan bangunan rumah susun sewa

BAB IV GAMBARAN KONDISI EXISTING
1. Gambaran Kondisi Lingkungan kampus/komplek /kawasan
2. Aksesbilitas Lokasi untuk bangunan rumah susun sewa
3. Fasilitas umum dan Sosial di Sekitar lokasi bangunan rumah susun

sewa
4. Kondisi infrastruktur di sekitar lokasi bangunan rumah susun sewa

BAB V GAMBARAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN                       
PEMBERDAYAAN BANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA
1. Rencana Induk Pengembangan
2. Rencana Pemberdayaan bangunan rumah susun sewa

BAB VI RENCANA PENGELOLAAN BANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA
1. Badan / Unit Pengelola
2. Struktur Badan Pengelola.
3. Penentuan besarnya tarif sewa (didasari atas kemampuan 

kelompok sasaran calon penerima manfaat  dalam membayar 
sewa)

4. Dana untuk Pengelolaan (Dana Opersional dan
Pemeliharan Rutin) 

BAB VIII PENUTUP
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78

RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA, UNGARAN, JAWA TENGAH
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79

RUMAH SUSUN SEWA PEKERJA, UNGARAN, JAWA TENGAH

80

RUMAH SUSUN SEWA MBR MARUNDA, DKI JAKARTA
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81

RUMAH SUSUN SEWA MBR RAWA BEBEK, DKI JAKARTA

82

RUMAH SUSUN SEWA MBR JATINEGARA, DKI JAKARTA
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83

RUMAH SUSUN SEWA MBR SEMARANG, JAWA TENGAH

84

RUMAH SUSUN SEWA MBR, SLEMAN, DI. YOGYAKARTA


